PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 2/PD/DPRD/1974 TENTANG TATA RUANG UNTUK
PEMBANGUNAN, PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 3/PD/DPRD/1974 TENTANG LINGKUNGAN KHUSUS DAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4/PD/DPRD/1974

Menimbang

Mengingat

TENTANG BANGUNAN-BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali

Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk
Pembangunan, Peraturan Daerah Propinsi Bali
Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus
dan Peraturan Daerah Propinsi Bali
Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan-
bangunan, sudah tidak sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali sehingga
perlu dicabut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Bali
Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk
Pembangunan, Peraturan Daerah Propinsi Bali
Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan
Khusus dan Peraturan Daerah Propinsi Bali
Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan-
bangunan;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1958,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir dengan



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005
tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PROPINSI

BALI NOMOR 2/PD/DPRD/1974 TENTANG TATA RUANG
UNTUK PEMBANGUNAN, PERATURAN DAERAH PROPINSI
BALI NOMOR 3/PD/DPRD/1974 TENTANG LINGKUNGAN
KHUSUS DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 4/PD/DPRD/1974 TENTANG BANGUNAN-
BANGUNAN.



Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor
2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk
Pembangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1974 Nomor 57, Seri C Nomor 1);
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor
3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tahun 1974 Nomor 58, Seri C Nomor 2); dan

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor
4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan-bangunan
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Bali
Tahun 1974 Nomor 59, Seri C Nomor 3), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 September 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I MADE JENDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 2/PD/DPRD/1974 TENTANG TATA RUANG UNTUK
PEMBANGUNAN, PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 3/PD/DPRD/1974 TENTANG LINGKUNGAN KHUSUS DAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4/PD/DPRD/1974
TENTANG BANGUNAN-BANGUNAN

A. UMUM

Pengaturan mengenai penataan ruang telah dibentuk sejak Tahun 1974
dengan ditetapkannya 3 (tiga) peraturan daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang
Tata Ruang Untuk Pembangunan.

2. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang
Lingkungan Khusus.

3. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang
Bangunan-bangunan.

Materi Muatan ketiga perda tersebut diatas secara hirarkis dapat
dikatakan lengkap, karena memuat ketentuan tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang mulai dari Tata Ruang Wilayah, Tata Ruang Kota sampai
Ketentuan Tata Lingkungan dan Tata Bangunan.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan di bidang penataan ruang,
pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali
dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005
tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Pemberlakuan kedua peraturan daerah diatas tidak dibarengi dengan
pencabutan peraturan daerah yang materi muatannya telah diatur dalam
peraturan daerah yang baru. Hal ini mengakibatkan adanya dualisme aturan
dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cenderung menimbulkan
konflik dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian perlu kiranya
membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi
Bali.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7.



